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RUPUTUSAN CAMAT KIARAPLDES

NOMOR CRUO 020 2/5K Renja Kec, Kipds/ 2024
LAMPIRAN ¢ (satu) Berkas

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN KIARAPEDES
KARUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025

CAMAT KIARAPLDES

Nenimbang a bahwa penyusunan  Rencana Kerja (RENJIA) Kecamatan bertujuan
untuk  menjamin keterkaitan  dan konsistensi  perencanaan,
. pelaksanaan program dan kegiatan serta pengawasan di Kecamatan;

b bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2025,
yarg dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah tahunan,
maka perlu disusun Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan sebagal satu
kesatuan sistem perencanaan dan pembangunan daerah;

¢ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang
Rencana Rerja (Renja ) Kecamatan Kiarapedes Tahun 2025;
Atengingat 1. Undang - Undang Nomer 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam
Linghungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telahdiubah dengan
Undang-Undang Nomor 4  Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
. Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republikindonesia Nomor
2851);
2.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);
1 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomeor 4725), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
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Uiowlanug Ungbang Noiww 210 Tahwn Ok tentang
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Uhondtangg Uliang Nomaor 1O Fahin 2006 tentang el vhahan
Nedua Atas Undang Undang Nomor L Fahun 2005 Tentang
Penetapan  Peraturan  Pemeritah Penggant Lindang
Undang  Nomar L Tahan 2004 Tentang  Pemibihan
b, Bupatt, dan Walikota Meajadi Undang Lindang
(Lembaran Negata Republih Indonesia Tahup 2016 Noini
130, Yambahan tembaran Negata Republih fndonesia
Nomor SRRy,

Peraturan Pemerntah Nomar 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemenintah Nomor 11 Tahun
2T tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2008 teptang Rencana  Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 6042},

Peraturan Pemearintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan | valuasi
pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
tambahan Lembaran Negara Republik iIndonssia Nomor
ARLY)

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penyelenggaraan Kajlan Lingkungan Hidup Strategis
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2016 Nomor
228, Tambabhan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Nomor 26
Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
77, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 6042);

peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesla Nomor 6322);

peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 fambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
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Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapalan Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6224);

Instruksi  Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional,

Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menterl Dalam Negori
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasl
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan langka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajlan Lingkungan
Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 9 Tahun 2018
tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 461);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
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2008 Non Yo,

W Peraturan Daeral Kabupaton Frarwakarta Nomae EE Fahiii
MO0 tentang Hencana Tata Ruang Wilayah Rabvrpratan
Parwakatta  tahin 20002000 (Lembaran Daviah
Kabupaten Purwakarta tahan 2000 Nomaor 1),

W Poraturan Dasialy Kabupaten Paiwakarta Nomor | Taha
000 tentang  Perubaban - Atas  Peratiran Daorah
Kabupaten Purwaharta Nomaor 9 Tahun 2000 tentaing

* Pembentukan dan Susunan Peranghat Dasraly kabupaten
Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta
Fahiin 2021 Nomor L),

1) Paraturan Gubarmur Provinst lawa Barat Nomar 2% Tahwin
2000 tentang Rencana  Pembangunan  Dastah  (RPD)
Provinal Jawa Barat Tahun 20242026 (Lembaran Daerah
Provinad Jawa Barat Yahun 20280 Nomor ),

W Peraturan Dupatt Porwakarta Nomor ot Tahun 20210
tentang Rencana Pembangunan Dasrah (RPD) Kabupaten
Porwakarta  Tahun 20242026 (Lembaran  Daerah
Kabupaten Porwakarta Tahun 2023 Nomor 66 );

14, Peraturan Bupatt Purwakarta Nomaor 88 Tahun 2020
Tentang Rencana Keirja Pemerintah Daeraly Kabupaten
Purwakarta Tahun 2004,

»

Memperhatikan 1, Keputusan Menteo Dalam Negetl Nomaor 050 SHRO Tahun

2021 tentang Nasil Verifikast dan Validast Pemutakhiran

Klasifikasl,  Kodefikasl dan Nomenklatur - Perencanaan

Pembangunan dan Kevangan Daeraly,

2 Instruksl Menterl Dalam Negerl Nomor 52 Tahun 2022
tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana
Pembangunan Daerah  Provinsi/Kabupaten/Kota  Tahun
20242026 dan Renstra PD - Provinsl/Kabupaten/Kota
Tahun 20242026,

MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERTAMA ! Keputusan Camat Klarapedes Kabupaten Purwakarta Tentang
Rencana Kerja ( RENJA ) Kecamatan  Klarapedes  Kabupaten
Purwakarta Tahun 2024,

KEDUA : Rencana Ker)a Kecamatan Klarapedes sebagalmana dimaksud pada
DIKTUM PERTAMA  adalah Dokumen Perencanaan Program dan
Keglatan untuk Perlode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1
lanaarl 2005 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
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N Krapedes Kabupaten Purwakarta
sy ud dalam DIKTUM KEDUA adalah sebagai
o K__'W“”‘G“ dan pelaksanaan program dan kegiatan
Arapades Kabupaten Purwakarta.
' Penyusunan REA dan DPA Kecamatan Kiarapedes
abupaten Purwakarty:
¢ Pedoman bagh Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam
MmenyUsun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Purwakarta;
d. Pedoman dalam pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan di
Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.
NEEMPAT Rencana Kerja Kecamatan Kiarapedes Tahun 2025 sebagaimana
dimaksud dalam DIKTUM KETIGA  merupakan bagian tidak
terpisahkan dan Keputusan Camat Kiarapedes ini.

REUMA  Sebagai akibat dan ditetapkannya Surat Keputusan Camat ini
anggaran Penyusunan Renja Kecamatan Kiarapedes Tahun 2025
dibebankan kepada APBD Kabupaten Purwakarta tahun 2025;

' KEENAM > Keputusan Camat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan
diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kiarapedes
Pada Tanggal : 04 April 2024

IAWAN,AP,,MM
NIP. 19740909 199912 1 002
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4pUTUSAN CAMAT KIARAPEDES KABUPATENPURWAKARTA

NOMOR : KU.02/0%]sK.Renja Kec.Krpds/2024

TANGGAL  : 04 April 2024

TENTANG  : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PADA KECAMATAN

KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2025
PADA KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA
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